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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berdasar PancasildJddang-Undang
Dasar 1945. Negara Indonesia sedang mengalami daérbaermasalahan
khususnya dalam perekonomian negara. Untuk memkgedendisi ini maka
pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dakgeri yang menjadi
prioritas utama melalui pungutan pajak. Pemerintadrkewajiban untuk
meningkatkan penerimaan negara dengan mengoptimp#dapatan dari pajak.
Sejak tahun 1999 pengelolaan pajak dipisahkan miepgak pusat dan pajak
daerah. Dengan adanya pemisahan ini atau oton@maltgpemerintah daerah di
beri kewenangan untuk mengatur dan mengelola ruaradjga daerahnya sendiri
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintadraldaharus dapat
meningkatkan pengelolaan pajak yang berasal dagratasendiri sehingga
tercapai tersedianya keuangan daerah yang dapahakign untuk berbagai
kegiatan pembangunan dan pemerintahan daerah. iR&xhemdaerah perlu
mencari jalan keluar agar pendapatan pajak daeaplatdoerkembang secara
efektif dan kontributif yaitu dengan meningkatkaenpgihan pajak daerah salah
satunya melalui pajak restoran.

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajalatliladan merupakan
bagian dari Pendapatan Asli Daerah. PendapatarDasitah merupakan sumber

pendapatan daerah yang secara bebas dapat digwiekanasing-masing daerah
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untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangiaerah. Pertumbuhan
restoran di Kota Padang sangat pesat. Dapat diddélarang perkembangannya
banyak restoran yang berdiri. Restoran yang unik rdanarik dapat dikunjungi

oleh masyarakat. Pada tahun 2010 jumlah restorag wgala di Kota Padang

berjumlah 244 restoran, pada tahun 2011 restorag perada di Kota Padang
berjumlah 271 restoran, dan pada tahun 2012 resy@ag ada di Kota Padang
berjumlah 283 restoran (sumber DPKA kota PadangxtuRhbuhan bisnis

restoran ini merupakan sebuah kondisi yang baikatlap penerimaan pajak
daerah Pemerintah Kota Padang. Pengaruh ini hasagal dengan bagaimana
pengelolaan yang harus dilakukan di Dinas Pengmioldeuangan dan Aset
(DPKA) Kota Padang sebagai pelaksana kegiatanpatasrimaan pajak restoran
tersebut.

Dengan menggunakan sistem Self Assesment yaitnsis¢percayaan dan
wewenang kepada wajib pajak untuk memenuhi danksefekan kewajiban dan
hak perpajakannya dalam menghitung sendiri jumlafakp yang terhutang,
menyetor, dan melaporkan serta memperhitungkan &embnlah pajak yang
disetorkannya, diharapkan pelaksanaaanya dapasailakan dengan baik dan
mudah dipahami oleh wajib pajak. Namun masih adéwajak yang melakukan
kecurangan dan lalai akan pemenuhan kewajibannimmdenembayar pajak.
Dalam melaksanakan penagihan pajak akibat tunggalegek restoran yang
diterapkan di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Alset Kota Padang ini

memberikan pengaruh besar bagi wajib pajak untukaaie pembayaran pajak
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dengan tepat waktu yang dimana telah ditentukaandd@eraturan Daerah Kota
Padang nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Penagihan pajak yang efektif dan kontributif mekgmasarana yang tepat
untuk mecapai target penerimaan pajak yang maksiEfektif yang artinya
sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yargifigp@gtau pengaruh yang
terukur (Lisyanti, 2012), dan kontributif yang asta dapat memberikan yang
lebih baik dari sebelumnya (sumber Kamus Besarriagi@). Dengan memiliki
mobilitas kegiatan ekonomi yang tinggi dapat menkier peluang untuk sangat
mungkin ada wajib pajak yang tidak membayar pajekgdn tepat waktu atau
bahkan tidak membayar sama sekali. Perlu dilakylesmeriksaan untuk menguiji
kepatuhan dan menegakkan peraturan daerah. DaldémkRsgeaan penagihan
tunggakan pajak restoran sebagai upaya untuk metkan penerimaan daerah
maka petugas DPKA Kota Padang bagian PenagiharPdadapatan berperan
membina, mengawasi, dan mengamati pelaksanaanjgleapavajib pajak dalam
melaporkan dan membayar kewajibannya untuk menguijamlah tunggakan
pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajakaskngsung maupun tidak
langsung.

Untuk itu pemerintah daerah harus berusaha dalammingleatkan
penerimaan pajak restoran agar penerimaan pajals tereningkat. Untuk
mencapainya, pemerintah harus melakukan perbaikam pkenyempurnaan.
Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis mepasia untuk melakukan

penelitian mengendAnalisis Penagihan Tunggakan Pajak Restoran di Dias
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Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota PadangStudi Kasus Tahun

2010-2012)".

1.2 Perumusan Masalah
Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Apakah penagihan tunggakan pajak restoran sudétifefe

2. Seberapa besar kontribusi penagihan tunggakan pasioran
terhadap penerimaan pajak restoran?

3. Seberapa besar kontribusi penagihan tunggakan pasioran
terhadap penerimaan pajak daerah?

4. Apa saja kendala yang timbul dalam pelaksanaangiea pajak
dan bagaimana mengatasi permasalahan yang timblamda
pelaksanaan penagihan tunggakan pajak restoran idasD

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelit@dalah untuk mengetahui

a. Memberikan gambaran tindakan penagihan tunggakgak paang
dilakukan DPKA Kota Padang.

b. Memahami kontribusi penagihan tunggakan pajak rasto
mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaiksapenagihan

pajak restoran.
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c. Mengetahui cara mengatasi permasalahan — permasaldalam
penagihan tunggakan pajak restoran di Dinas Pedageldeuangan

dan Aset Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfagi barbagai pihak, antara
lain :

a. Sebagai salah satu pertimbangan dalam pelaksane@aerigsaan
yang lebih efektif dan kontributif dapat meningkatkpenerimaan
pajak restoran sehingga meningkatkan lagi pengawadan
pembinaan dalam memeriksa wajib pajak yang lalaianda
menjalankan kewajiban perpajakannya.

b. Memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengaldasamasalah
dan kajian tentang penagihan tunggakan pajak eestodi

Pemerintahan Kota Padang.

1.5 Sistematika Penulisan
Untuk mudah dalam memahami isi dari penelitian mnaka penulis
membuat sistematika penulisan yang terdiri dariebsia bagian yang saling
berhubungan. Sistematika terdiri dari :
BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masaighan

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
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BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan definisi pajak daerah terut@ajak
restoran, penagihan pajak restoran, dan dasagibama
pajak restoran berdasarkan peraturan PemerintahalDae

Kota Padang yang berlaku.

: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode pendekatan yang terdiri da
definisi penelitian, objek penelitian, metode péize,
metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan

metode analisis.

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang
menuraikan secara rinci analisis yang telah ditdaib. ini
menjawab permasalahan yang diangkat berdasarkdn has
pengolahan data dan landasan teori yang relevdiagae
pembuka bab ini juga menguraikan gambaran umum

penelitian dan data yang digunakan.

: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Padbairu

dikemukakan kesimpulan penelitian sesuai dengail has
yang ditemukan dari pembahasan serta saran yang
diharapkan berguna bagi kebijakan terkait tentang

pengembangan potensi penerimaan daerah. Dengan
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keterbatasan penelitian diharapkan akan ada parbaik

bagi penelitian selanjutnya.
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